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Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah 

Birokrasi Bersih dan Melayani 

(WBK/WBBM) bagi lingkungan kampus 

sangat membanggakan karena wujud 

implementasi kampus (WBK/WBBM).  

Hal ini dikarenakan   korupsi di sektor 

pendidikan  di berbagai level institusi 

pendidikan bukan merupakan hal baru. 

Berdasarkan data survei global dalam 

Global Corruption Barometer 

(Transparency International, 2013) pada 

114 ribu responden di 107 negara, 

memperlihatkan bahwa lebih dari 41% 

responden mempersepsikan adanya 

perilaku korup dan sangat korup pada 

sistem pendidikan di masing-masing 

negaranya. 

 Permasalahan korupsi di perguruan 

tinggi sangat kompleks diakibatkan oleh 
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yang sifatnya abstrak, sulit dideteksi dan 

diukur dengan perspektif hukum pidana, 

serta sebagian dari perilaku tersebut justru 

dilegalisasi dalam sejumlah peraturan 

internal yang mengakibatkan munculnya 

indikasi korupsi sistemik. Contohnya, 

pungutan-pungutan di luar SPP, yang 

berpotensi disalahgunakan oleh oknum 

pengelola kampus dengan 

mengatasnamakan keperluan akademik 

penunjang mahasiswa (Chapman & 

Lindner, 2016; Daniel, 2016; Kirya, 2019). 

 Kampus sebagai lembaga 

perguruan tinggi memang diakui memiliki 

karakteristik yang spesial, unik dan 

cenderung eksklusif dalam sistem tata 

kelolanya (Donina et al., 2015).  Dikatakan 

unik karena orientasi ganda yang 

disandangnya sebagai lembaga non-profit 

namun sekaligus juga merupakan institusi 

bisnis pada saat yang sama (Kuslina & 

Widjaja, 2018). Adapun praktik yang sering 

juga ditemukan di perguruan tinggi adalah 

pengelolaan mandiri dengan sistem 

kolegial (Donina et al., 2015; Kwiek, 

2015).  

 Sistem kolegial yang dimaksud 

adalah memiliki karakteristik adanya 

konsensus dalam pengambilan keputusan, 

pembagian kekuasaan, komitmen bersama 

dan aspirasi, kepemimpinan yang 

menekankan kepada konsultasi dan 

tanggung jawab bersama, kesetaraan 

interaksi antar kolega, pemimpin dipilih 

dan bukan ditunjuk, pimpinan tidak dilihat 

sebagai bos tetapi ‘first among equal’ 

karena dipilih oleh koleganya (Birnbaum, 

1988). Konsep ini dimaksudkan untuk 

menjauhkan organisasi – apapun bentuknya 

– dari kecenderungan otoriter, tirani, 

absolutisme yang kesemuanya itu sangat 

dikhawatirkan bermuara kepada terjadinya 

korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Hal 

ini pun termasuk ranah penilaian Wilayah 

Birokrasi Bersih dan Melayani yang 

selanjutnya disingkat Menuju WBBM, 

yaitu predikat yang diberikan kepada suatu 

unit kerja/kawasan yang memenuhi 

sebagian besar manajemen perubahan, 

penataan tatalaksana, penataan sistem 

manajemen SDM, penguatan pengawasan, 

penguatan akuntabilitas kinerja, dan 

penguatan kualitas pelayanan publik. 

 Prinsip exofficio dalam tata kelola 

Perguruan Tinggi yang masih 

melakukannya, yaitu menempatkan 

pejabat-pejabat struktural sebagai 

pelaksana kegiatan akademik dan non-

akademik sekaligus menjadi pengawas 

pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut. 

Apalagi jika ditemukan adanya 

penyelewengan, tak jarang para ex-officio 

tersebut juga bertindak sebagai hakim yang 

bisa menjatuhkan atau tidak menjatuhkan 

sanksi. Padahal makna kutipan mahsyur 

dari John Emerich Edward DalbergActon 

(1834-1902) yang menyatakan: “Powers 

tends to corrupt, and absolute power 

corrupts absolutely” (Des Autels, 2016; 

Lewis, 2017) dipahami benar oleh para 

pegiat anti-korupsi, termasuk para 

cendekiawan di kampus-kampus. 

 Pertanyaan yang timbul mengapa 

upaya pencegahan perilaku korupsi perlu 

diberikan kepada perguruan tinggi? 

Jawabannya, korupsi di perguruan tinggi 

bahkan tidak lagi dilakukan oknum, namun 

yang terjadi, praktik koruptif ini sudah 

bersifat sistemik dan institusional (Fursova 

& Simons, 2014). Pendapat pentingnya 

mengkaji perguruan tinggi sebagai objek 

pencegahan korupsi di masyarakat sangat 

krusial karena dampak positif 

perkembangan pendidikan tinggi di seluruh 

dunia terhadap perkembangan 

pengetahuan, ekonomi dan pembangunan 

bangsa, baru dapat berkelanjutan apabila 

ada standar tindakan pelaku akademik yang 

baik (Macfarlane et al., 2012). Sedangkan 

menurut Torres & Melgoza (2010) bahwa 

pada waktu yang sama stakeholders 

semakin menuntut transparansi dan 

akuntabilitas pengelolaan perguruan tinggi 

yang lebih besar sebagai dampak dari 

adanya otonomi pendidikan tinggi dan fakta 

bahwa institusi pendidikan tinggi 

merupakan bagian dari kepentingan publik. 

Afred Suci dkk (2010) pun mengatakan 

bahwa bagaimana perguruan tinggi bisa 

menghasilkan lulusan yang berintegritas 



205 
 

apabila dirinya sendiri dikelola dengan 

cara-cara yang jauh dari konsep anti-

korupsi: integritas, indenpendensi dan 

transparansi. Idiomnya, apakah bisa 

berharap bersih jika sapunya sendiri kotor? 

 Pemberatasan korupsi tidak hanya 

dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum 

saja, dunia pendidikan diharapkan dapat 

berperan dalam pencegahan korupsi sejak 

dini. Dunia pendidikan sebagai wadah 

untuk membentuk generasi penerus bangsa 

menjadi wadah yang efktif dalam rangka 

pencegahan korupsi. Pembekalan 

pendidikan anti korupsi yang cukup akan 

memberikan perlindungan kepada para 

calon generasi penerus bangsa dari 

maraknya tindak korupsi. Pendidikan anti 

korupsi bukan saja memberikan ilmu 

pengetahuan saja, tetapi juga merubah pola 

fikir paradigma serta tingkah laku siswa 

untuk menerapkan prinsip hidup yang baik.  

 Hasil kajian Korupsi 

Pemberantasan Korupsi (KPK, 2017) 

memaparkan bahwa masih banyak masalah 

terindikasi korupsi dalam sistem tata kelola 

dan kelembagaan perguruan tinggi. Selain 

itu, ex-officio hanya akan melahirkan 

konflik kepentingan dimana hal ini menjadi 

salah satu sumber terjadinya korupsi di 

institusi perguruan tinggi (Transparansi 

International Indonesia, 2017). Kajian-

kajian mengenai korupsi di lingkup 

perguruan tinggi cukup banyak 

didiskusikan terkait permasalahan ex-

officio dalam tata kelola dan 

mengeksplorasi dampaknya pada upaya 

pencegahan perilaku korupsi di lingkup 

Perguruan Tinggi.   

 Kajian-kajian mengenai korupsi 

dan fraud perguruan tinggi sejauh ini lebih 

banyak difokuskan pada objek dan subjek 

korupsi di perguruan tinggi (Chapman & 

Lindner, 2016; Kirya, 2019; Seniwoliba & 

Boahene, 2015), dampak korupsi (Bai et al., 

2014; Daniel, 2016), serta strategi 

pencegahannya seperti penguatan 

penjaminan mutu (Martin, 2016; Suci, 

2017), kontrol internal (Sofyani et al., 

2021), dan penerapan whistleblowing 

(Dorasamy, 2013; Hapsari & Seta, 2019). 

Adapun dari sisi pencegahan, studi 

terdahulu memfokuskan pada implementasi 

good governance, transparansi, dan 

akuntabilitas di perguruan tinggi (Milad et 

al., 2019; Nurunnabi, 2016; Putra, 2017; 

Salahudin et al., 2019; Thomas, 2009). 

Sementara itu, sejumlah studi menunjukkan 

adanya keterkaitan antara konflik 

kepentingan terhadap munculnya perilaku 

korupsi di perguruan tinggi (Suci et al., 

2020).  Adapun  jenis perilaku koruptif lain 

yang diidentifikasi terjadi di perguruan 

tinggi, mulai dari korupsi akademik (seperti 

plagiarisme, perjokian penulisan ilmiah, 

manipulasi penelitian, dan lain-lain), 

manipulasi data-data akreditasi, nepotisme, 

manipulasi anggaran, penggelembungan 

biaya pendidikan dan operasional 

pendidikan, hingga kepada sextortion, 

sebuah fenomena di mana transaksi seksual 

dilakukan sebagai alat tukar penyuapan dan 

gratifikasi.  Namun belum ada literatur 

yang mendiskusikan permasalahan 

Penilaian Zona Integritas (ZI) Wilayah 

Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi 

Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) 

mewarnai lingkungan kampus tersebut.  

Oleh karena itu, tujuan utama penelitian ini 

adalah mengkaji penilaian Zona Integritas 

(ZI) WBK/WBBM, dan penerapan serta 

hambatannya di lingkungan kampus 

Perguruan Tinggi. 

 

METODE PENELITIAN 

 Studi ini menggunakan paradigma 

kualitatif dengan melakukan studi 

kepustakaan. Menurut Sugiyono (2012), 

studi kepustakaan (library research) adalah 

kajian teoritis, referensi serta literatur 

ilmiah lainnya yang berkaitan dengan 

budaya, nilai dan norma yang berkembang 

pada situasi sosial yang diteliti. Metode ini 

dilakukan dalam hal pengumpulan data-

data yang bersumber dari berbagai referensi 

seperti buku, jurnal, laporan dan dokumen-

dokumen peraturan di lingkup tata kelola 

perguruan tinggi. Seluruh dokumen dibaca, 

dikelompokkan, dan dianalisis sehingga 

menghasilkan gambaran dan kesimpulan 

sebagaimana tujuan penelitian. Teknik 
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analisis yang digunakan adalah analisis isi 

(content analysis) untuk mendapatkan 

inferensi yang valid dan dapat diteliti ulang 

berdasarkan konteksnya (Krippendoff, 

1993).  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Ex-Officio dalam Konstelasi 

Mahzab Trias Politica di Organisasi 

Perguruan Tinggi Kekuasaan adalah 

kemampuan menjalankan wewenang dan 

bagaimana hal tersebut dijalankan (Gerber 

et al., 1998). Dalam konteks kekuasaan, 

terdapat pembagian kekuasaan yang dibagi 

menjadi tiga cabang atau dikenal dengan 

istilah trias politica. Konsep ini pertama 

kali diperkenalkan oleh John Locke dan 

Montesquieu. Teori ini muncul sebagai 

respon atas tirani kerajaan Inggris pada 

masa itu yang menjadikan raja sebagai 

pusat segala-galanya (Muttaqin, 2015). 

Secara umum, doktrin trias politica 

menekankan pentingnya pembagian 

kekuasaan dalam tata kelola organisasi 

untuk mencegah kekuasaan absolut yang 

lahir dari menumpuknya kekuasaan di 

tangan satu orang atau kelompok (Donina 

et al., 2015). Pembagian kekuasaan 

menurut Montesquieu dalam bukunya 

‘L’Esprit des lois’ (the spirit of law) terbagi 

menjadi kekuasaan eksekutif, legislatif dan 

yudikatif.  

 Wewenang legislatif mencakup 

kepada fungsi pembuatan kebijakan dan 

peraturan perundang-undangan; lingkup 

eksekutif adalah menjalankan kebijakan 

dan peraturan perundang-undangan, dan; 

wewenang yudikatif adalah fungsi 

ajudikasi yang menilai benar tidaknya 

kebijakan dan peraturan perundang-

undangan yang dijalankan (Jamaluddin, 

2017). Dalam praktiknya, ketiga divisi ini 

berbeda dan tidak saling mencampuri 

namun tetap terdapat fungsi kontrol 

diantara ketiganya (Muttaqin, 2015). 

Madison dalam konteks ini menyatakan 

bahwa akumulasi kekuasaan legislatif, 

eksekutif dan yudikatif dalam tangan yang 

sama, baik tunggal, sedikit atau banyak, 

atau diwariskan, ditunjuk maupun dipilih, 

dapat didefinisikan sebagai tirani 

(Hamilton et al., 1987).  

 Kekuasaan absolut berpotensi 

menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan 

(abuse of power) sehingga relasi antar 

kekuasaan tersebut harus seimbang dan 

setara untuk menghindari terbentuknya 

tirani (Jamaluddin, 2017; Kohn, 2013; 

O’Regan, 2005). Dengan adanya 

pemisahan kekuasaan maka akan terjadi 

check and balances untuk menjamin 

akuntabilitas, daya tanggap dan 

keterbukaan organisasi (Munzhedzi, 2017). 

Mangu (1998) menyatakan bahwa 

pemisahan kekuasaan adalah elemen inti 

dari demokrasi di seluruh dunia. Meskipun 

pembagian kekuasaan lebih banyak 

digunakan dalam konteks negara dan 

pemerintahan, namun gagasannya sangat 

aplikatif untuk diterapkan di organisasi-

organisasi privat (Donina et al., 2015).  

 Konsep ini telah menjadi paradigma 

yang umum di negara-negara modern, 

termasuk Indonesia. Salah satunya adalah 

di institusi perguruan tinggi yang terdiri 

dari berbagai fungsi yang masing-masing 

memiliki kewenangan (Salahudin et al., 

2019). Kajian ini menjadi penting oleh 

karena keberadaan senat akademik, sesuai 

dengan dasar hukum pelaksanaannya, yaitu 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 4 Tahun 2014 Tentang 

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan 

Pengelolaan Perguruan Tinggi (2014) 

(selanjutnya ditulis PP 4/2014) serta 

Peraturan Menteri Pendidikan Dan 

Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 

139 Tahun 2014 Tentang Pedoman Statuta 

Dan Organisasi Perguruan Tinggi (2014) 

selanjutnya ditulis Permendikbud 

139/2014), merupakan badan normatif 

tertinggi di perguruan tinggi serta menjadi 

unsur pengawas pelaksanaan akademik 

oleh unsur pimpinan perguruan tinggi. Di 

dalam kedua dasar hukum tersebut, unsur 

pimpinan secara otomatis menjadi bagian 

dari unsur senat akademik (ex-officio).  

 Bagi Perguruan Tinggi Negeri 

(PTN), secara jelas telah dilarang unsur 

pimpinan merangkap menjadi ketua dan 
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sekretaris senat akademik untuk 

menghindari konflik kepentingan di antara 

kedua posisi yang berbeda tersebut. Namun 

dalam praktiknya, beberapa pimpinan PTN 

masih mempraktikkan rangkap jabatan 

kedua posisi tersebut. Selain itu, 

strukturisasi organ senat akademik juga 

bervariasi di antara PTNBH, non-PTNBH, 

dan terutama PTS. Tidak sedikit kampus 

yang membatasi fungsi pengawasan senat 

akademik hanya sekadar memberikan 

pertimbangan atau sebatas mengetahui 

program kerja dan pelaksanaannya tanpa 

memiliki wewenang untuk memberikan 

masukan, menyetujui, mengevaluasi, dan 

meminta pertanggungjawaban. 

Permasalahan lain adalah 

ketidakseimbangan komposisi keanggotaan 

senat akademik yang didominasi oleh unsur 

exofficio dibandingkan dengan unsur yang 

lebih independen, seperti utusan dosen, 

guru besar, mahasiswa, dan unsur lainnya.  

 Hasil kajian menyimpulkan bahwa 

perilaku korupsi akibat konflik kepentingan 

di perguruan tinggi dirasakan cukup merata 

oleh para pendidik, baik mereka yang 

menduduki atau pernah memiliki jabatan 

struktural dan keanggotaan senat akademik 

maupun yang tidak. Adapun kekuasaan 

yang terpusat di tangan individu atau 

sekelompok individu yang memiliki 

kekuasaan berpotensi melakukan tindakan-

tindakan kolektif untuk memanipulasi dan 

mengkooptasi sistem pengawasan, 

sehingga terjadi konflik kepentingan dan 

asimetri informasi antara agen dan prinsipal 

yang dapat mengarah kepada korupsi 

sistemik di perguruan tinggi. Kooptasi juga 

kebijakan pengawasan, tindakan seperti ini 

bisa memberikan diskresi yang terlalu besar 

kepada pimpinan struktural di perguruan 

tinggi, yang apabila dikuasai oleh oknum, 

maka diskresi tersebut menjadi pintu masuk 

bagi legalisasi kecurangan dan 

penyimpangan serta akan permisif terhadap 

peluang dilakukannya perbuatan korupsi.  

Situasi demikian telah diindikasikan dalam 

riset Suci et al. (2020), namun secara 

empiris masih perlu dilakukan pendalaman 

dan pengujian dampak sistem senat 

akademik tersebut terhadap munculnya 

konflik kepentingan dan perilaku korupsi, 

baik korupsi di ranah kebijakan maupun 

praktis di perguruan tinggi.  

 Osipian (2009) mengatakan bahwa 

korupsi di perguruan tinggi, merupakan 

sebuah fenomena global yang sudah 

diketahui secara luas namun cukup sulit 

untuk dijelaskan secara teoretis. Definisi 

korupsi yang dimaksud Transparency 

International (2013) adalah 

penyalahgunaan kekuasaan untuk 

kepentingan atau keuntungan pribadi  di 

mana dalam konteks penelitian ini definisi 

tersebut mencakup baik yang terjadi di 

perguruan tinggi negeri maupun swasta 

(Chapman & Lindner, 2016). Sudah 

menjadi pemahaman bersama bahwa 

tindakan korupsi sulit dilakukan secara 

perseorangan. Oleh sebab itu, pendekatan 

teori tindakan kolektif (collective action 

theory) menjadi tepat untuk menjelaskan 

perilaku koruptif di dalam sebuah 

sistem/organisasi. Mancur Olson (1989) 

adalah pencetus istilah tindakan kolektif, 

menyatakan bahwa jika sekelompok 

individu yang memiliki kepentingan 

rasional dan pribadi menyadari bahwa 

mereka dapat memperoleh suatu manfaat 

dari sebuah tindakan politis tertentu, maka 

mereka dapat bersinergi dan berkolaborasi 

untuk mencapainya. Vanni (2014), 

menyatakan lebih lanjut bahwa tindakan 

kolektif ini terkait dengan modal sosial 

yang dimiliki setiap individu yang 

berkaitan dengan pengaturan sumberdaya 

kolektif  (Light, 2013). Hal demikian 

relevan dengan pendapat (Meier, 2004) 

bahwa korupsi di lembaga pendidikan dapat 

terjadi di tingkat politis dan administratif. 

(Kirya, 2019) mengatakan bahwa korupsi 

di level ini sudah menjadi fenomena yang 

umum terjadi di perguruan tinggi, seperti 

nepotisme, kolusi, dan favoritisme dalam 

tata kelola perguruan tinggi, termasuk di 

Indonesia, namun ironisnya masih sangat 

jarang dikaji secara ilmiah karena masih 

dianggap tabu dan “berisiko” untuk 

didiskusikan, terutama dengan adanya 

fenomena sistem oligarki yang sangat kuat 
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di struktur kepemimpinan, khususnya di 

PTS (Suci et al., 2020).  

 Menginterpretasikan yang telah 

ditulis oleh Ghufron (2014), suatu sistem 

yang korup terjadi ketika individu yang 

menjalankan sistem itu juga bermental dan 

berperilaku korup. Hasil penelitian KPK 

(2017) juga membuktikan adanya salah 

urus dalam tata kelola dan kelembagaan 

perguruan tinggi. Konflik kepentingan dari 

para unsur pimpinan, sebagaimana yang 

disimpulkan Hallak dan Poisson (2007), 

juga ditemukan oleh Transparansi 

Internasional Indonesia (2017) sebagai 

sumber korupsi di kampus. Dalam 

kajiannya, TII menuliskan bahwa proses 

pengawasan terdistorsi dengan adanya 

pengaruh dari pihak yang diawasi dalam 

konteks ini adalah para unsur pimpinan 

yang menjadi pelaksana kebijakan dan 

kegiatan akademik maupun non-akademik. 

Pengaruh ini sangat mungkin terjadi karena 

orang yang menjadi pengawas adalah orang 

yang sama dengan yang menjadi pelaksana 

akibat adanya sistem ex-officio dalam 

struktur organisasi kampus. 

 Dari definisi ini maka dapat 

disimpulkan bahwa jika kekuasaan 

eksekutif para pimpinan PTN disatukan 

dengan kekuasaan pengawasan dalam 

fungsi senat, jelas akan berpotensi 

menimbulkan konflik kepentingan. Belum 

lagi jika menilik struktur keanggotaan senat 

di saat ini yang sulit menghindar dari 

kecurigaan adanya semangat oligarki para 

incumbent. Contohnya, meskipun sudah 

jelas dilarang dalam Lampiran 

Permendikbud No. 139 Tahun 2014 

Tentang Pedoman Statuta dan Organisasi 

Perguruan Tinggi, bab II mengenai statuta, 

namun masih ada PTN dan PTS yang masih 

menjadikan para rektor, dekan dan wakil-

wakilnya sebagai ketua dan sekretaris 

senat. 

 Sejumlah perguruan tinggi pada 

dasarnya menyadari adanya potensi konflik 

kepentingan dan abuse of power yang bisa 

membuka ruang dan melanggengkan 

perilaku korupsi apabila implementasi 

model ex-officio tidak diterapkan secara 

bijaksana.   Praktik tirani, feodalisme dan 

oligarki sebagaimana yang berlaku di masa 

lalu, dirasakan sudah tidak sejalan dengan 

semangat good governance yang 

mengedepankan prinsip transparansi, 

integritas, independensi dan akuntabilitas.  

 Konflik kepentingan merupakan 

situasi di mana kepentingan atau tujuan 

pribadi seseorang, yang oleh karena 

jabatannya, dapat memengaruhi 

pelaksanaan tugas-tugas resminya (Smith 

& WilliamsJones, 2009). Konflik 

kepentingan sangat erat kaitannya dengan 

struktur tata kelola organisasi di perguruan 

tinggi (Wessels & Sadler, 2021). Maka 

menurut (West, 2006), untuk mencegah 

terjadinya konflik kepentingan, perlu 

adanya pemisahan kepentingan dan 

penyeimbangan kepentingan/kekuasaan. 

Maka salah satu cara untuk mencegah 

korupsi di perguruan tinggi adalah dengan 

mengeluarkan (memisahkan) individu atau 

pihak yang memiliki konflik kepentingan 

dalam sistem pengawasan penjaminan 

mutu organisasi (Daniel, 2016).  

 Ketidakseimbangan dalam 

penerapan sistem senat akademik memicu 

tingginya konflik kepentingan yang 

kemudian berimbas pada tingginya perilaku 

korupsi, khususnya di ranah kebijakan 

perguruan tinggi. Kesulitan mengakses 

informasi dan kebijakan tertulis serta 

transparansi, khususnya di bidang 

perencanaan dan tanggung jawab 

pengelolaan anggaran, menjadi manifestasi 

korupsi kebijakan yang masif terjadi di 

perguruan tinggi akibat asimetri informasi 

antara pimpinan pelaksana dengan 

pengawas independen. Kondisi ini relevan 

dengan principal agenttheory, di mana 

dalam konteks pencegahan korupsi 

organisasi, (Persson et al., 2013) 

menyatakan bahwa ketika terjadi informasi 

asimetris, di mana prinsipal (dalam konteks 

ini adalah para pengawas atau sistem tata 

kelola pengawasan) tidak memiliki 

informasi yang sama dengan agen (dalam 

konteks ini adalah pimpinan perguruan 

tinggi), maka agen tersebut akan memiliki 

diskresi untuk memprioritaskan 
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kepentingan pribadi dan kroninya. Di sini 

peran sentral senat akademik dari unsur 

independen (bukan ex-officio). Jika antara 

agen dan prinsipal sudah berkolusi, maka 

sulit sekali melakukan pencegahan 

terjadinya korupsi.  

 Korupsi kebijakan ini sangat 

mungkin terjadi akibat adanya kesepakatan 

kolektif antara agen dan prinsipal dengan 

cara mengkooptasi dan mengintervensi 

sistem pengawasan agar menjadi kurang 

independen dan berusaha menutup peluang 

adanya pengawasan publik (melalui 

representasi perwakilan senat independen) 

yang ketat dan objektif pada penggunaan 

anggaran dana publik yang dikelola 

perguruan tinggi. Sistem pengawasan yang 

abstrak/kurang jelas atau lemah dan 

terkesan permisif, berpotensi menjadi 

korupsi sistemik (Marquette & Peiffer, 

2015).  

 Dalam Pakta Integritas 

Transperancy International (2009) 

dinyatakan bahwa korupsi sistemik terjadi 

ketika aktor-aktor di dalam sistem yang 

sama berkolaborasi dan menjalin 

kesepakatan formal untuk menjustifikasi 

dan melegalisasi tindakantindakan yang 

bisa mengarah kepada perilaku koruptif. 

Maka ketika, pimpinan perguruan tinggi 

secara ex-officio merangkap sebagai 

pimpinan pengawas dan mendominasi 

susunan keanggotaan senat akademik, hal 

tersebut dikhawatirkan berpotensi 

menimbulkan kesepakatan-kesepakatan, 

baik formal maupun informal antara 

oknum-oknum unsur pimpinan dengan 

pengawas untuk membuat barikade 

peraturan yang bisa melindungi dan/atau 

menjustifikasi perbuatan-perbuatan yang 

mengarah kepada perilaku korupsi, kolusi, 

dan nepotisme (KKN).  

 Berbeda dengan korupsi kebijakan 

yang dirasakan cukup tinggi terjadi di 

perguruan tinggi, temuan penelitian ini 

menunjukkan bahwa korupsi praktis justru 

dirasakan cukup rendah. Akibatnya, 

penerapan sistem senat akademik yang 

tidak seimbang tidak memengaruhi 

munculnya korupsi di level praktis secara 

signifikan, baik langsung maupun dengan 

dimediasi oleh aspek konflik kepentingan. 

Namun sesungguhnya, jika diurai masing-

masing indikator korupsi praktis, terlihat 

bahwa indikator-indikator yang terkesan 

“tidak bermasalah” adalah pada ranah yang 

sulit terdeteksi secara kasat mata oleh para 

dosen. Misalnya, pungutan liar, manipulasi 

anggaran, penyuapan, dan sextortion.  

 Ranah ini terjadi di level tinggi 

kekuasaan dan cenderung sangat tertutup. 

Terlebih lagi, hasil penelitian ini juga 

membuktikan bahwa ada masalah serius 

pada kemudahan akses informasi dan 

transparansi. Bahkan responden yang masih 

atau pernah menjadi pejabat struktural dan 

anggota senat pengawas juga cukup banyak 

yang kesulitan mengakses informasi dan 

memperoleh transparansi anggaran. Hal ini 

mengafirmasi dugaan bahwa beberapa jenis 

korupsi praktis, terjadi di level elite, 

sehingga sulit untuk memastikan validitas 

terjadi atau tidaknya peristiwa tersebut. 

Menjadi sangat menarik, ketika hasil 

penelitian ini membuktikan bahwa justru 

para pejabat struktural yang paling 

merasakan adanya korupsi di ranah praktis 

ini. Sehingga dapat dipersepsikan bahwa 

sejumlah tindakan koruptif tertentu terjadi 

di level sangat elite yang bahkan tidak 

terdeteksi oleh pejabat struktural 

dibawahnya.  Berbeda dengan jenis 

korupsi praktis yang lebih terlihat secara 

kasat mata. Misalnya, penelitian ini 

menunjukkan bahwa nepotisme dan pola 

transaksional pada pemilihan dan 

pengangkatan unsur pimpinan 

dipersepsikan “cukup sering terjadi” hingga 

“selalu terjadi” di perguruan tinggi. Para 

responden/dosen bisa langsung menilai 

apakah proses tersebut dilakukan menurut 

merit system (berbasis kompetensi dan 

prestasi) atau sekadar politis dengan cara-

cara yang transaksional dan 

nepotisme/kroni. Oleh karena itu, cukup 

rendahnya persepsi pada korupsi praktis 

yang dilakukan pejabat perguruan tinggi 

oleh responden yang sudah tidak lagi atau 

belum pernah menjabat struktural dan 

senat, sangat mungkin diakibatkan oleh 
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asimetri informasi yang dialaminya. 

Asimetri informasi ini merupakan salah 

satu strategi oknum pejabat perguruan 

tinggi untuk melakukan korupsi (Osipian, 

2009). Maka salah satu cara efektif 

mencegah terjadi korupsi di perguruan 

tinggi adalah dengan memudahkan akses 

informasi dan membuka transparansi 

(Putra, 2017). 

 Moderasi Status Jabatan Struktural 

dan Senat Akademik Dalam menguji 

keterkaitan antara penerapan sistem senat 

akademik, konflik kepentingan, dan 

perilaku korupsi di perguruan tinggi, peran 

responden dalam struktur jabatan struktural 

maupun keanggotaan senat akademik perlu 

untuk dipertimbangkan. Asumsinya adalah 

adanya kemungkinan terjadi informasi 

asimetris antara individu atau kelompok 

yang berada di dalam (agent) dengan yang 

di luar struktur pengelolaan organisasi atau 

dengan principal (Wiryadi & Sebrina, 

2013).  

 Penyalahgunaan kekuasaan 

merupakan pintu masuk perilaku koruptif di 

institusi perguruan tinggi (Ludigdo, 2018). 

Organisasi jelas akan berada dalam posisi 

sulit akibat dominasi exofficio karena 

adanya perbedaan kepentingan dan tujuan 

diantara masing-masing jabatan (Prinsloo, 

2016). Barangkali dilemma ini juga perlu 

mendapat perhatian pemerintah dalam 

rangka menerapkan program ‘Kampus 

Merdeka’ yang berkualitas, transparan, 

berintegritas dan bersih dari korupsi, kolusi 

dan nepotisme, serta tentu saja untuk 

percepatan mutu perguruan tinggi swasta di 

Indonesia.  

 

KESIMPULAN  

 Mengatur sekumpulan individu ahli 

dan professional seperti di lingkup 

perguruan tinggi, seorang pimpinan 

diharapkan bisa menjalankan budaya politis 

dan kolegial dan pada saat yang sama 

mampu menjalankan birokrasi tanpa harus 

menjadi sentralistik (Mintzberg et al., 

2003). Perguruan tinggi mempunyai 

kebebasan dalam menentukan pola 

birokrasi namun tetap harus menjaga sisi 

akuntabilitas publiknya (Bridgman, 2007). 

Ciri khas sistem kolegialisme dengan 

bentuk manajerial yang berbeda dengan 

institusi-institusi lainnya, memang 

memberikan otonomi yang unik pada tata 

kelolanya, namun tentu saja tetap harus 

mempertimbangkan sisi kompetisi pasar 

(Blaschke et al., 2014) karena sektor 

pendidikan telah menjadi bagian dari 

industri (Widayat, 2018).  

 Sebagai institusi perguruan tinggi 

merupakan pusat peradaban masyarakat 

modern yang diisi oleh banyak 

cendekiawan semestinya menjadi teladan 

bagi masyarakat (Chou et al., 2017; Putra, 

2017). Masing-masing kekuasaan harus 

bebas kepentingan dan pengaruh antar 

fungsi kekuasaan tersebut. Jika sistem ex-

officio tidak dapat dihindari, maka akan 

sangat ideal apabila unsur-unsur 

pengawasan lebih banyak melibatkan 

nonstruktural.  

 Dosen merupakan pihak yang 

secara langsung mengalami dan merasakan 

efek dari kebijakan akademik dan 

nonakademik yang dilakukan oleh para 

pimpinan struktural, sehingga sangat 

objektif apabila kelompok ini menjadi 

bagian dominan dari struktur pengawas. 

Sedangkan mahasiswa, yang merupakan 

sumber pendanaan utama, sudah 

seharusnya diberikan suara didalam 

struktur pengawasan. Opsi pemanfaatan 

whistleblowing yang melibatkan seluruh 

stakeholder juga bisa digunakan sebagai 

safety net bagi lubang-lubang pengawasan 

akibat praktik ex-officio yang manipulatif 

dan condong pada keinginan 

melanggengkan oligarki. Oleh sebab itu 

upaya pencegahan dan pengawasan 

perilaku koruptif harus dilakukan secara 

komprehensif dan objektif, agar kekuasaan 

terbagi secara fair dan berimbang. Studi ini 

merupakan kajian pendahuluan di tengah 

literatur mengenai penerapan dan hambatan 

IZ WBK dalam tata kelola perguruan 

tinggi.  
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